
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

NOMOR 665 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DANA HIBAH 

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan dana hibah 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Minahasa SelatanTahun 2024 yang efektif dan 

tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Selatan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan 

Keputusan Sekretaris  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan 

Barang dan Jasa Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 

Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 



Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang  Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736);  

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang  

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 

tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 



2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam 

Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 812); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 

Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran 

Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549); 



12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaiman telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republi Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 99); 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024  

tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-

Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, 

Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran 

Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 



Salinan sesuai dengan aslinya  

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, 

 

 

 

 

Juwita Rosari Kasenda, SH 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DANA 

HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN. 

KESATU : Mengangkat dan menetapkan :  

Nama    : Rudy Lalonsang, S.Sos. M.Si. 

NIP   : 198006292009121003 

Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I / III d 

sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dana Hibah 

Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah Pemilihan  Bupati 

Dan Wakil  Bupati Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi 

Pemilihan  Umum  Kabupaten Minahasa Selatan. 

 

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU       

 melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan 

 Perundang-Undangan yang berlaku. 

KETIGA :   Segala biaya yang timbul sehubungan dengan   diterbitkannya 

     Keputusan ini  dibebankan   pada dana hibah APBD Pemilihan 

     Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2024. 
 

KEEMPAT :   Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 

               Ditetapkan di Amurang 
               Pada tanggal, 1 Juni 2024 

 
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 
 

            ttd. 

LANI L. A. ALOU 


